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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
1. | Nama Pasal 2 - Telah sesuai dengan UU Nomor
Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut 26 Tahun2000:
retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang dan pelayanan
pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi yang diwajibkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9 Objek Pasal 3 = Telah sesuai dengan UU Nomor
(1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk bangunan menara 28 Tahun 2008,
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan
kepentingan umum.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemanfaatan menara telekomunikasi milik pemerintah dan untuk
kegiatan sosial dan keagamaan.
3. | Subjek Ketentuan Pasal 4 disempumnakan menjadi sebagai berikut: Disesuaikan dengan ketentuan
Basalia Pasal 4 QPSSSJ 125 UU Nomor 28 Tahun
(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang | (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang
dan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. dan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
Najib-Retribusi-adalah-orang—oribadi (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
4. | Golongan Retribusi Pasal 5

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi
jasa umum,

Telah sesuai dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.
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Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 6

Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut;

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;

b. Indeks variabel jarak tempuh; dan

¢. Indeks variabel jenis konstruksi menara.

Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,

Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. Dalam kota indeks 0.9

b. Luar kota indeks 1.1

Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. MenaraPole indeks 0.9

b. Menara 3 kaki indeks 1

C. Menara 4 kaki indeks 1,1

Ketentuan Pasal 6
disesuaikan agar sejalan
dengan metode yang
digunakan dalam
menghitung tarif Retribusi

Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

Jumlah frekuensi
pengawasan menara
harus wajar disesuaikan
dengan standar teknis/

peraturan yang berlaku.
Dalam hal tugas dan
tanggung jawab Pemda
hanya mencakup fungsi
pengawasan dan fungsi
sosial, maka frekuensi
pengawasan  untuk 1
menara cukup ditetapkan
maksimal 2 kali per tahun.
Jenis  variabel  yang
digunakan untuk
perhitungan tarif hanya 2
saja, vaitu variabel jarak

tempuh dan jenis
konstruksi menara,
mengingat kedua jenis
variabel tersebut lebih tepat
untuk dikorelasikan
langsung  dengan biaya

yang dikeluarkan Pemda
dalam melaksanakan
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pengawasan menara.
Variabel jarak tempuh lebih
tepat untuk
mendeskripsikan  besaran
biaya pengawasan yang
dikeluarkan pemda
dibandingkan variabel
lokasi pendiian menara
dan tata ruang. Adapun
variabel jenis konstruksi
menara sudah mewakili
variabel ketinggian menara
dan pemanfaatan menara
mengingat setiap menara
dengan konstruksi tertentu
harus  dibangun  sesuai
standar kefinggian terfentu
dan menanggung berat
maksimal tertentu.
Panduan terkait penetapan
besaran indeks variabel:
a. Penetapan angka
indeks variabel dalam
suatu variabel perlu

memperhatikan
prinsip dan sasaran
penetapan tarif

retribusi jasa umum

b. Penjumlahan
maksimal dari angka
indeks variabel harus

sama dengan jumiah

A&
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Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan

klasifikasi  variabel.
Misalnya variabel jenis
menara fterdiri atas 3
Klasifikasi, yaitu:
menara pole, menara
tiga kaki, dan menara
empat kaki, maka
penjumiahan
maksimal dari angka
indeks variabel adalah
angka 3  (Misal:
menara pole = 09,
menara tiga kaki = 1,
dan menara empat
kaki =1,1)

6. Pemda periu
memperhatikan selisih
antar angka indeks variabel
agar fidak menyebabkan
selisih biaya yang terlalu
besar. Misalnya untuk
variabel jenis menara
ditetapkan selisih indeks
sebesar 0,1, dengan
ketentuan indeks sebagai
berikut: menara pole = 0,9,
menara tiga kaki = 1, dan
menara empat kaki = 1,1.

Prinsip Penetapan Struktur dan Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi sebagai berikut: 1. Ketentuan  Pasal 7
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7 Pasal 7 disesuaikan agar sejalan
dengan metode yang
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan digunakan dalam

=
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dengan formulasi sebagai berikut:

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
biaya-peng - } g untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan menghitung tarif Retribusi
telekomunikash—kemampuan asyarakat—aspek—keadilan,—dan—efekiivitas pengendalian menara telekomunikasi. Pengendalian Menara
pengendalian-menaratelekemunikasi- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Telekomunikasi,

meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan | 2. Perhitungan tarif retribusi
kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. pengendalian menara
(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri telekomunikasi
atas komponen sebagai berikut: memperhafikan  besaran
a. Honorarium petugas pengawasan; belanja langsung berupa
b. biaya transportasi; Belanja Perjalanan Dinas
c. biaya uang makan; dan dan Belanja Barang Habis
d. biaya alat tulis kantor, Pakai sebagai berikut:
(4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a. Belanja Perjalanan
disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati. Dinas dipengaruhi oleh
jumlah petugas, maka
jumlah petugas harus
wajar (tidak berlebihan)
dan sesuai standar
teknis.
b. Belanja Barang Habis
Pakai harus dalam nilai
wajar.
3. Besaran belanja langsung
(biaya operasional) harus
sesuai dengan standar
biaya yang ditetapkan
kepala daerah.

i Struktur dan Besarnya Tarif Ketentuan Pasal 8 disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) pasal khusus | ¢ Penghitungan  Retribusi

Retribusi yang mengatur masa retribusi sehingga menjadi sebagai berikut: Pengendalian Menara
Telekomunikasi agar
berpedoman pada

Pasal 8 Pasal 8 ketentuan Pasal 151 UU
T, ; ¢ Do | (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan Nomor 28 Tahun 2009,
%wﬂmmmﬁ%@mmﬁmmmmﬂ Surat Difen Perimbangan

[

ﬁ]ﬂ5




No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

erasiona—senaondalinn Aan
Croorohar—penGeReanaf—aan

Oawacan ontl atelekomunikasidanaan tatal nila manara
g dod—5€t HetrameRvTdrds-GORgaRowaRha-meRars
Hal man

RPMT = Variabel Jarak Tempuh x Variabel Jenis Konstruksi Me-
nara x Tarif Retribusi

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp...... (ereeereeenn) pEF menara

per tahun.

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung

dengan cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal ....

Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ketentuan Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut:

1.

Cara menghitung tarif retribusi:
(disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah);

Jumlah Menara =75

Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2

Jumiah kunjungan per hari = 3 menara per hari

Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = (75x2)/3 = 50 hari
1 Tim terdiri atas 3 orang

IS

KOMPONEN | Biava [ UM sanva | umian | ker
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan
menara):
Transportasi | Rp.......... 50 hari 1 Tim Rp....

Uang Harian | Rp.... 50 hari Jorang | Rp.........

B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:

Pembelian

ATK [3{ JO— 1Tahun | Rp..........

Keuangan  Nomor S-
743/PK/2015 tanggal 18
November 2015, serta
Surat  Direktur PKKD
Nomor  S-209/PK.3/2016
tanggal 9 September 2018,

Ketentuan mengenai cara
menghitung tarif retribusi
dan simulasi/contoh
perhitungan retribusi yang
terutang agar dimasukkan
pada bagian penjelasan
atau lampiran raperda.
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Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali,

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1):

aWdfe
o [
ammili

ek

nara  faranhif
ro—eFeCodt

p
5 @
D

C. Total Belanja per tahun (A+B): Rp

Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang
ditetapkan menjadi Tarif Retribusi

\ﬂnal Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)

2. Contoh perhitungan retribusi terutang adalah sebagai berikut;
a.  Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :
RPMT  =indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif
=1.1x0.9 x Rp XXXX
=Rp AAA
b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :
RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif
=1.1x 1.1 x Rp X0XX
=Rp BBB
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7



No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan




Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan
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No.

Materi Raperda

Rumusan Rapérda

Rekomendasi

Keterangan
3 | Biayaporolanandinas | 90Has | 200.000 270:500:690 |
dalam-daerah-15-Orang
4 | ATKuntok 3 Tim +Fahun | 6:000.000 | 18.000.000

8. | Wilayah Pemungutan Ketentuan Pasal 10 disempumakan menjadi sebagai berikut: Legal drafting disempurnakan.
Pasal 10 Pasal 10
Retribusi Pelayaran-Kesehatan dipungut di wilayah Kabupaten Buleleng. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah
Kabupaten Buleleng.
9. | Penentuan Pembayaran, Tempat Pasal 11

Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, dan/atau kwitansi.

Pasal 12

(1) Waijib retribusi wajib membayar retribusi.

(2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atay ditempat lain/unit layanan
terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas
Derah paling lambat 1 x 24 jam.

(5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi

Telah sesuai dengan
Nomer 28 Tahun 2009,
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Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan
dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi.
10. | Sanksi:

a.  Administratif Pasal 13 - Telah sesuai dengan UU
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang Nomor 28 Tahun 2009,
berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

b. Pidana Ketentuan Pasal 18 disempumakan menjadi sebagai berikut; Disesuaikan dengan ketentuan

Pasal 176 UU Nomor 28 Tahun
Pasal 18 2009.
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah | (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran. ) pelanggaran.
(3) Denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan | (3) Denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara. negara,
11. | Penagihan

Pasal 14

(1) Penerbitan Surat Teguran/peringatan/surat lain sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Surat teguran/peringatan/surat lain diberikan sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati,

(4) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melakukan
Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

Ketentuan Pasal 14 disempumakan menjadi sebagai berikut;
Pasal 14

(1) Penerbitan Surat Teguran/peringatan/surat lain sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Surat teguranfperingatan/surat lain diberikan sebanyak 3 (tiga) kaii
berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati,

Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melakukan Penagihan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan

Legal drafting disempumakan.

T
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Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

dengan Peraturan Bupati.

Bupati.

12.

Penghapusan Piutang Retribusi
yang Kedaluwarsa

(5

@)

Pasal 15

Hak untuk melakukan penagihan Refribusi menjadi kadaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan ftindak pidana

dibidang Retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat )]

tertangguh pada :

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah,

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan  keputusan penghapusan piutang  retribusi
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

(1)

—_
N
~—

Pasal 15

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana

dibidang Retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika

¢. diterbitkan surat teguran; atau

d. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi. :

Legal drafting disempumakan.
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda

Rekomendasi Keterangan

13. | Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng.

Telah sesuai dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.

14, | Lain-ain

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasalfayat dan/atau
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasalfayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjel

asan bab/bagian/pasalfayat dalam

Jakata, @ anucies 2019
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